IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

PERUBAHAN CORE BUSINESS EMITEN
DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL

PUTU AGUS WIRANATA
039714505

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2001

SKRIPSI PERUBAHAN CORE... PUTU AGUS...




IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERUBAHAN CORE BUSINESS EMITEN
DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAP! TUGAS DAN

MEMENUHI SYARAT - SYARAT UNTUK MENCAPAI

GELAR SARJANA HUKUM
Pembimbing, Penyusun,
M. Zaidun, S.H., M.Si. Putu Agus Wiranata
NIP. 130517145 NIM. 038714505

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2001

SKRIPSI PERUBAHAN CORE... PUTU AGUS...



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Skripsi ini telah diuji dihadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 16 Januari 2000

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dra. Hj. Siti Soendari Kabat, S.H., M.Hum.

e

Anggota : 1. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.

2. H. Oemar Wongsodiwirjo, S.H. _

3. Rahmi Jened, S.H., M.H.

el

@1—3—{7&
" 4. Agung Sujatmiko, S.H, M.H. #M

SKRIPSI PERUBAHAN CORE... PUTU AGUS...



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Jangan biarkan kata-kata dan pikiran melakukan perbuatan buruk
karena orang yang melakukan sesuatu yang baik maka kebaikanlah
yang diperolehnya dan jika kejahatan merupakan perbuatannya maka
celakalah yang ditemukan olehnya

(Sarasamuscaya, 156)

iv

SKRIPSI PERUBAHAN CORE... PUTU AGUS...




IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Kedua orang tuaku dan semua yang telah membantuku

SKRIPSI PERUBAHAN CORE... PUTU AGUS...



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KATA PENGANTAR

Om Avighnamastu,

Puji syukur kehadirat Sang Hyang Widhi Wasa saya aturkan karena hanya
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Life Tbk.
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BAB |

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pada awal tahun 2000 pasar modal Indonesia dikejutkan oleh
kontroversi yang dilakukan oleh PT Asuransi Lippo Life (ALL) Tbk.
Perusahaan dibawah bendera Grup Lippo yang telah menjalankan bisnis
asuransi sejak 1983 secara tiba-tiba mengubah core business-nya ke
bidang informasi dan teknologi (e-commerce dan cyber internet). Tidak
cukup itu saja, nama PT ALL Tbk. dirubah menjadi PT Asuransi Lippo e-
Net (ALeN) Tbk. melalui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham
(RULBPS) pada tanggal 24 Januari 2000 dan perubahan anggaran dasar
tersebut telah disetujui Menteri Hukum dan Perundang-undangan
tertanggal 10 Februari 2000. Sebenarnya perubahan yang dilakukan PT
ALL Tbk. yang sekarang PT ALeN Tbk. adalah hal biasa dalam dunia
bisnis. Persaingan bisnis menuntut emiten untuk lebih inovatif dalam
menjalankan bisnisnya sehingga dapat terus bertahan dan meraih
keuntungan. Bahkan hukum sendiri memperbolehkan emiten mengubah
core business-nya seperti yang tersurat dalam pasal 15 ayat 1 dan ayat 2

UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas :

Ayat 1 : Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat
persetujuan menteri dan didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan
Undang-undang ini;

1
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Ayat 2 : Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1)

meliputi : '

a. nama perseroan;

b. maksud dan tujuan perseroan;

C. kegiatan usaha perseroan;,

d. jangka waktu berdirinya perseroan, apabila anggaran
dasar menetapkan jangka waktu tertentu;

e. besarnya modal dasar;

f. pengurangan modal ditempatkan dan disetor;

g. status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka
atau sebaliknya.

Tetapi dalam kasus PT ALL Tbk. perubahan core business ini menjadi
luar biasa dan kontroversial karena perubahan tersebut dilakukan secara
tiba-tiba tanpa sosialisasi dari pihak PT ALL Tbk. terlebih dahulu.
Kecaman datang dari pemodal yang menganggap perubahan core
business tersebut tidak adil dan melanggar hukum. Tidak adil karena
pemodal sebagai pemegang saham tidak mengetahui mengenai rencana
perubahan core business ini sebelumnya dan melanggar hukum karena
dalam perubahan tersebut terjadi banyak penyimpangan prosedur,
khususnya masalah keterbukaan informasi mengenai prosesnya (prinsip
full and fair disclosure). Terkesan bahwa PT ALL Tbk. banyak
menyembunyikan informasi material yang seharusnya diungkapkan
kepada publik sesuai ketentuan pasal 86 ayat 1 huruf b UU No 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal:

Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau
perusahaan publik wajib : menyampaikan laporan kepada Bapepam
dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material
yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir
hari kerja ke-2 setelah terjadinya peristiwa tersebut

! Perubahan core business meliputi perubahan anggaran dasar emiten pada poin a, b
danc
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Hal ini terbukti dari ketidak-tegasan PT ALL Tbk. mengenai corporate
action yang dilakukannya. Pada publik ekspose pertamanya tanggal 24
Februari 2000, PT ALL Tbk. yang saat itu resmi menjadi PT ALEN Tbk.
menyatakan diri sebagai pioner bisnis informasi dan teknologi dan akan all
out menjalankan bisnis tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa PT ALL
Tbk. resmi mengubah core business-nya. Tetapi pada publik ekspose
kedua tanggal 29 Maret 2000 Preskom PT ALEN Tbk. Billy Sindoro
menyatakan bahwa pihaknya belum melakukan perubahan core business
dari asuransi menjadi informasi dan teknologi. Corporate action yang
dilakukan pihaknya sampai dengan januari 2000 hanyalah sekedar
diversifikasi bisnis. Pernyataan ini tentu saja tidak dapat diterima oleh
kalangan pasar modal khususnya pemodal. Pihak pemodal menyatakan
bahwa corporate action PT ALL Tbk. bukan lagi diversifikasi bisnis tetapi
sudah merupakan perubahan core business karena pada saat itu (24
januari 2000) praktis PT ALL Tbk alias PT ALeN Tbk. hanya menjalankan
1% bisnis asuransi sedang 99% bisnisnya adalah bisnis informasi dan
teknologi. Alasan diversifikasi bisnis hanyalah upaya PT ALL Tbk. untuk
menghindari kecaman pihak pemodal yang sudah terlanjur percaya pada
prospek bisnis yang dijanjikan PT ALL Tbk.

Kontroversi perubahan core business PT ALL Tbk. sebenarnya tidak
periu terjadi apabila perangkat hukum pasar modal telah mengantisipasi
masalah ini sebelumnya. Walaupun perubahan core business seperti yang
dilakukan PT ALL Tbk. diperbolehkan oleh hukum tetapi kelemahan yang

tidak diantisipasi adalah masalah prosedur hukum yang harus ditempuh.
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Prosedur perubahan core business harus ditentukan dengan tegas karena
dalam pasar modal setiap perbuatan emiten berpengaruh terhadap
investasi pemodal. Kelemahan inilah yang memunculkan konflik seperti
pada kasus PT ALL Tbk.

Kasus PT ALL Tbk. ini mengangkat dua /egal issue, yaitu masalah
prosedur perubahan core business emiten dan masalah perlindungan
hukum bagi pemodal terhadap pengaruh perubahan tersebut. Dua
masalah ini saling berkaitan karena setiap kepentingan emiten sebagian
besar akan Dberbenturan dengan kepentingan pemodal. Benturan
kepentingan ini selalu menempatkan pemodal dalam posisi yang dirugikan
sehingga penting bagi pemodal untuk mendapat perlindungan hukum dari
setiap perbuatan emiten yang merugikan.

Beranjak dari kasus perubahan core business PT ALL Tbk. maka

berikut rumusan masalah yang selanjutnya akan dibahas dalam skripsi ini:

a. Bagaimanakah prosedur hukum perubahan core business emiten ?

b. Apakah perubahan core business PT ALL Tbk. sudah memenuhi
prosedur hukum yang berlaku ?

c. Bagaimanakah perlindungan bagi pemodal terhadap pengaruh

perubahan core business emiten ?
2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul : Perubahan Core Business Emiten Dan

Perlindungan Hukum Bagi Pemodal.
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Sehubungan dengan judul skripsi ini, berikut beberapa terminologi
yang menjelaskan judul skripsi sekaligus mendukung pembahasan
masalah :

a. Emiten

Pasal 1 angka 6 UU No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal (untuk
selanjutnya disebut UUPM) memberikan definisi sebagai : pihak yang
melakukan penawaran umum.

Pihak disini dimaksudkan sebagai perseroan terbatas sebagaimana
dimaksud pasal 1 angka 1 jo pasal 1 angka 6 UU No 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Pada pasal
tersebut perseroan terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan UUPT dan peraturan pelaksanaannya. Pada
UUPT perseroan terbatas terbagi dua yaitu PT Terbuka dan PT Tertutup.
PT Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang
sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan
penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundangan dibidang pasar
modal (pasal 1 angka 6 UUPT). PT Tertutup adalah perseroan yang tidak
melakukan penawaran umum, dimana sahamnya hanya dapat dimiliki oleh
kalangan terbatas saja dan tidak untuk publik.? Pada skripsi ini pihak yang

dimaksudkan disini adalah PT Terbuka.

2 penafsiran a contrario atas pasal 1 angka 6 UUPT
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Penawaran umum menurut pasal 1 angka 20 UUPM dimaksudkan
sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan emiten untuk menjual
efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur UUPM dan
peraturan pelaksanaannya. Efek sendiri pada pasal 1 angka 5 UUPM
didefinisikan sebagai surat berharga, berupa surat pengakuan hutang,
surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit
penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan
setiap derivatif atas efek. Tetapi efek dalam skripsi ini ruang lingkupnya
dibatasi pada saham.

b. Pemodal

Pemodal dalam hal ini diidentikkan dengan pemegang saham. Ada
dua jenis pemegang saham yaitu pemegang saham mayoritas dan
pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas adalah
pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% saham yang dikeluarkan
emiten, sedang yang kurang dari itu adalah pemegang saham minoritas.

Pemodal dalam skripsi ini berkedudukan sebagai pemegang saham
minoritas. 3
c. Core Business

Adalah kegiatan usaha utama emiten seperti yang dimaksudkan
Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-05/PM/2000 tentang Peraturan

No : IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

3 Ardiyos, Kamus Pasar Modal, Citra Harta Prima, Jakarta, 1998, h.156
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Utama. Kegiatan usaha utama dalam hal ini menggambarkan secara
umum kegiatan usaha yang dijalankan oleh emiten.
d. Otorita Pasar Modal

Dua lembaga otorita pasar modal yang dimaksud dalam skripsi ini
adalah Bapepam dan Bursa efek.
e. Transaksi Material

Adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham dan
pembelian, penjualan, pengalihan, tukar-menukar aktiva atau segmen
usaha, yang nilainya cukup material yaitu sama atau lebih besar dari dua
hal berikut : 4

- 10% dari pendapatan perusahaan,

- 20% dari ekuitas (modal emiten).
f. Perlindungan Hukum

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan untuk mencegah kerugian
dan atau mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya kerugian
yang diderita seseorang akibat perbuatan orang lain. Seseorang yang
dimaksudkan dalam skripsi ini adalah pemodal, sedang orang lain yang
dimaksudkan dalam skripsi ini adalah emiten.

Hukum dalam hal ini meliputi UUPT dan UUPM beserta peraturan
pelaksanaannya.
g. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 1 angka 3 UUPT memberi definisi sebagai organ perseroan

4 Pasal 1 Peraturan No : IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha Utama
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yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang
segala wewenang yang tidak diserahkan pada direksi dan komisaris.

Ada dua jenis RUPS yaitu Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham
yang diadakan rutin setiap tahun, dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang
Saham (RULBPS) yang diadakan sewaktu-waktu atas permintaan
pemegang saham. °
h. Bursa Efek

Pasal 1 angka 4 UUPM memberikan definisi sebagai pihak yang
menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana
untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain

dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

3. Alasan Memilih Judul

Judul skripsi : "Perubahan Core Business Emiten dan Perlindungan
Hukum Bagi Pemodal" dipilih berdasarkan keterkaitan dengan masalah
yang menjadi bahan pembahasan. Perubahan core business adalah hal
umum dalam dunia bisnis tetapi masalah prosedur perubahan core
business sendiri masih kurang diperhatikan sebelumnya oleh Bapepam
sampai dengan terjadinya kasus PT ALL Tbk. Sebagai reaksi atas kasus
tersebut maka untuk mengantisipasi terjadinya kasus serupa dikemudian
hari dan untuk melindungi kepentingan pemodal maka diterbitkan

Keputusan Ketua Bapepam Nomor : 05/PM/2000 tentang Peraturan No :

® Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bhakti,
Jakarta, 1997, h.444
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IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Utama. Hal inilah yang mendorong pembahasan mengenai masalah
prosedur perubahan core business emiten dan perlindungan hukum bagi
pemodal dan judul Perubahan Core Business Emiten Dan Perlindungan

Hukum Bagi pemodal dianggap tepat mewakili pembahasan masalah.

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian masalah ini,
pertama adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan sebagai Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, kedua adalah untuk
mengetahui prosedur hukum perubahan core business emiten, ketiga
adalah untuk menganalisis apakah tahapan perubahan core business PT
ALL Tbk. sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan
keempat adalah untuk mengetahui perlindungan bagi pemodal terhadap

pengaruh perubahan core business emiten.

5. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan masalah pada
skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya substansi skripsi ini lebih
ditekankan pada pengkajian aturan hukum yang berlaku terhadap
masalah yang dibahas. Mengingat skripsi ini dalam lingkup hukum pasar
modal maka ketentuan hukum yang menjadi acuan adalah UUPT dan
UUPM beserta peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan

perubahan core business emiten dan perlindungan bagi pemodal terhadap

kegiatan emiten tersebut.
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Untuk menunjang penulisan skripsi ini digunakan bahan hukum,
meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum
primer yaitu UUPT dan UUPM beserta peraturan pelaksanaannya yang
berhubungan dengan masalah yang dibahas, sedang bahan hukum
sekunder berupa literatur-literatur sehubungan dengan permasalahan
yang dibahas yang memuat pendapat para ahli dan dokumen-dokumen

yang memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer.

Untuk mendapatkan bahan hukum dalam rangka penulisan skripsi ini
dilakukan suatu studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Terhadap bahan hukum primer dilakukan suatu
inventarisasi terhadap ketentuan UUPT dan UUPM beserta peraturan
pelaksanaannya yang berhubungan dengan prosedur perubahan core
business emiten dan perlindungan hukum bagi pemodal. Untuk bahan
hukum sekunder karena keberadaannya sebagai penunjang bahan hukum
primer maka bahan hukum yang diambil disesuaikan dengan bahan
hukum primer yang digunakan.

Sifat analisis bahan hukum dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif
dimana permasalahan yang dteliti dibahas menurut ketentuan hukum

positif yang berlaku.
6. Sistematika Pembahasan Masalah

Skripsi ini terbagi atas 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri atas sub bab
yang mendukung pembahasan masalah.
Bab | adalah bab pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai

latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan
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pemilihan judul, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika
pembahasan masalah.

Bab Il adalah bab prosedur perubahan core business emiten. Pada
bab ini akan dijelaskan tentang dasar hukum perubahan core business
emiten, prosedur perubahan core business emiten didasarkan atas
ketentuan baru yaitu Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-
05/PM/2000 tentang Peraturan No : IX.E.2 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha Utama beserta analisis yuridis terhadap
ketentuan hukum yang baru tersebut dan kegiatan emiten dalam
mengalihkan core business lamanya.

Bab lIl adalah bab analisis perubahan core business PT ALL Tbk. Bab
ini  mengungkapkan pelanggaran hukum PT ALL Tbk. dalam proses
perubahan core businessnya, meliputi : pelanggaran ketentuan anggaran
dasar, pelanggaran pasal 90 huruf ¢ UUPM tentang larangan
menyampaikan informasi material yang tidak benar dan pelanggaran
mengenai pelaksanaan studi kelayakan terhadap rencana perubahan core
business. Dalam bab ini juga akan diberikan komentar mengenai sanksi
Bapepam terhadap PT ALL Tbk. sehubungan dengan corporate
actionnya.

Bab IV adalah bab perlindungan hukum bagi pemodal terhadap
pengaruh perubahan core business emiten. Sebagai pemegang saham
minoritas pemodal sering kali dirugikan oleh perbuatan hukum emiten
selaku pemegang saham mayoritas khususnya dalam pengambilan

keputusan di RULBPS berkenaan dengan kebijakan perseroan. Hal ini
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disebabkan kedudukan pemodal yang umumnya hanya menguasai 30%
saham yang diterbitkan emiten, tidak mempunyai cukup bargaining
position dalam menentukan kebijakan-kebijakan perseroan. Tetapi dalam
hal ini tidak berarti bahwa pemodal tanpa perlindungan apabila dia
dirugikan. UUPT dan UUPM beserta peraturan pelaksanaannya mengatur
masalah perlindungan pemodal akibat perbuatan perseroan yang dapat
atau telah merugikan, dan ini yang akan dijelaskan dalam bab IV.
Perlindungan hukum ini dibagi dalam tiga jenis, antara lain : preventif ,
represif dan remedies. Perlindungan yang bersifat preventif meliputi
penggunaan forum RULBPS untuk memperjuangkan hak suara pemodal,
hak pemodal agar sahamnya dibeli kembali oleh emiten (diatur dalam
UUPT) dan prinsip keterbukaan informasi atau full and fair disclosure
principle (diatur UUPM). Perlindungan yang bersifat remedies meliputi
gugatan ganti-rugi terhadap perbuatan emiten yang merugikan (diatur
UUPT dan UUPM) dan gugatan penghentian perbuatan emiten yang
merugikan pemodal (diatur UUPT). Perlindungan yang bersifat represif
meliputi penjatuhan sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap
emiten yang melakukan pelanggaran atas ketentuan UUPM.

Bab V adalah bab kesimpulan dan saran. Pada bagian ini akan
diberikan gambaran singkat mengenai hasil penulisan skripsi dan juga
beberapa saran mengenai masalah perubahan core business emiten dan
perlindungan hukum bagi pemodal terhadap pengaruh perubahan core

business emiten.
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BAB I
PROSEDUR PERUBAHAN CORE BUSINESS

EMITEN

1. Perbedaan Perubahan Core Business Dan Diversifikasi Bisnis

Kegiatan restrukturisasi bisnis banyak dipraktekkan dikalangan
perseroan khususnya emiten dengan maksud untuk meningkatkan kinerja
perusahaan. Restrukturisasi bisnis ini lebih banyak dilakukan sebagai
tuntutan terhadap emiten agar dapat bertahan diiklim persaingan bisnis
yang begitu ketat dan juga agar emiten dapat mempertahankan
keuntungan perusahaan untuk kepentingan baik emiten itu sendiri
maupun pemegang saham. Akibat dari restrukturisasi bisnis ini bisa
membuat emiten lebih ramping, lebih luas maupun berubah sama sekali
dalam hal bisnis perusahaannya.

Secara umum restrukturisasi bisnis dapat diklasifikasikan menjadi tiga
jenis, antara lain :

1. Intensifikasi bisnis, yaitu kegiatan yang sifatnya mengoptimalisasi
kinerja bisnis yang telah dijalankan;

2. Ekstensifikasi atau diversifikasi bisnis, yaitu kegiatan yang sifatnya
memperluas kegiatan bisnis, bisa dalam bentuk : merger, akuisisi,
konsolidasi, pembentukan usaha baru dan penyertaan saham atau

investasi;

13
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3. Transformasi bisnis atau perubahan core business, vyaitu
perubahan total core businness lama menjadi core business baru.

Apabila emiten memutuskan untuk melakukan intensifikasi bisnis
maka kegiatan hanya akan difokuskan pada sektor bisnis yang telah
dijalankannya. Emiten dalam hal ini tidak akan menambah kegiatan bisnis
baru diluar bisnis yang sudah ada. Ini dilakukan dengan maksud untuk
lebih mengembangkan sektor bisnis yang telah dijalani. Contoh : PT X
bergerak dibidang asuransi jiwa yang kegiatan bisnisya adalah
menjalankan kegiatan pertanggungan jiwa dan dana pensiun. Jika PT X
memutuskan melakukan intensifikasi bisnis maka untuk selanjutnya setiap
dana yang dimiliki akan diinvestasikan hanya pada jenis kegiatan asuransi
jiwa.

Apabila emiten memutuskan untuk melakukan diversifikasi bisnis
maka dia akan mengembangkan kegiatan bisnisnya pada sektor bisnis
diluar kegiatan bisnis yang telah dijalaninya. Ini dilakukan dengan maksud
untuk mengurangi resiko bisnis melakukan investasi pada satu atau dua
sektor bisnis. Diversifikasi bisnis dapat dilakukan dengan cara
pembentukan usaha baru, penyertaan saham pada perseroan lain,
merger, akuisisi dan konsolidasi. Contoh PT X bergerak dibidang asuransi
jiwa yang kegiatan usahanya meliputi pertanggungan jiwa dan dana
pensiun. Mempertimbangan resiko menanamkan investasi pada kegiatan
bisnis tersebut maka PT X memutuskan untuk berinvestsi pada bisnis
internet dengan cara-cara seperti, akuisisi perusahaan internet,

penyertaan saham pada perusahaan internet atau membentuk usaha baru
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(anak perusahaan) yang bergerak dibidang internet. Hal ini tentu saja
dilakukan dengan mempertimbangkan syarat-syarat seperti : nilai investasi
dalam rangka ekstensifikasi bisnis tersebut tidak boleh melebihi investasi
pada core business perseroan dan investasi tersebut tidak dilarang oleh
hukum (baca: peraturan perundangan).

Apabila emiten memutuskan untuk melakukan perubahan core
business maka dia akan melakukan perubahan total pada core
businessnya. Ada beberapa pertimbangan dilakukan perubahan core
business, antara lain : perfama karena tuntutan pasar pada core business
lama semakin berkurang dilain pihak kebutuhan terhadap keberadaan
core business yang baru sangat dibutuhkan masyarakat, kedua emiten
merasa core business lamanya tidak membawa prospek keuntungan yang
baik dimasa mendatang sebaliknya core business yang baru berdasarkan
analisis bisnis emiten akan membawa prospek keuntungan yang baik
dimasa datang. Contoh PT X bergerak dibidang asuransi jiwa kemudian
dengan perubahan core business dia mengubah core businessnya ke
bidang informasi dan teknologi. Tentu saja dengan perubahan tersebut PT
X akan melakukan perombakan total khususnya mengenai kegiatan
bisnisnya.

Ada beberapa catatan yang ingin diberikan mengenai kegiatan
diversifikasi bisnis dan perubahan core business khususnya mengenai

perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu antara lain :
1. Dalam kaitannya dengan anggaran dasar, apabila emiten

berencana melakukan diversifikasi bisnis maka rencana tersebut tidak
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selalu memerlukan perubahan pada anggaran dasar emiten karena
umumnya kegiatan tersebut masih dalam lingkup core business
emiten tetapi apabila emiten berencana melakukan perubahan core
business maka dalam hal ini perlu dilakukan perubahan anggaran
dasar khususnya mengenai maksud dan tujuan pendirian perseroan
dan kegiatan usaha perseroan yang menjadi cermin core business
emiten;

2. Dalam hal nilai investasi yang ditanamkan; apabila emiten
berencana melakukan diversifikasi bisnis maka yang wajib
diperhatikan bahwa nilai investasi yang dilakukan pada sektor bisnis
baru tidak boleh melebihi nilai investasi atau modal dasar yang
ditanamkan pada core business perseroan tetapi apabila emiten
berencana melakukan perubahan core business maka keadaan yang
terjadi menjadi sebaliknya yaitu semua modal dasar emiten pada core
business lama akan ditanamkan pada core business baru emiten.

Berdasarkan uraian perbedaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

prosedur dan syarat-syarat perubahan core business lebih rumit dari pada

diversifikasi bisnis karena pada perubahan core business mutlak

diperlukan perubahan anggaran dasar.
2. Dasar Hukum Perubahan Core Business Emiten.

Dibawah ini adalah beberapa ketentuan peraturan perundangan yang
menjadi dasar bagi emiten dalam melakukan perubahan core business :
1. UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

2. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
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3. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,

4. PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pasar Modal;

5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PR.08.01 Tahun 1996
tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

6. Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-05/PM/2000 tentang
Peraturan Nomor IX.E.2 : tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha Utama;

7. Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-86/PM/1996 tentang
Peraturan Nomor X.K.1 : tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus
Segera Diumumkan Kepada Publik;

8. Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-60/PM/1996 tentang
Peraturan Nomor IX.1.1 : tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham.

Delapan peraturan per-undang-undangan tersebut diklasifikasikan
menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Pedoman bagi studi kelayakan, meliputi UU No. 8 Tahun 1995, PP No
45 Tahun 1995 dan Keputusan Ketua Bapepam No : 05/PM/2000
tentang Peraturan No : IX.E.2,;

2. Pedoman bagi perubahan anggaran dasar, meliputi UU No 1 Tahun
1995, UU No 3 Tahun 1982, Kepmenkeh No : M.02-PR.08.01 Tahun
1996 dan Keputusan Ketua Bapepam No : 60/PM/1996 tentang

Peraturan No : IX.1.1;
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3. Pedoman bagi keterbukaan informasi material, meliputi UU No 8
Tahun 1995, PP No 45 Tahun 1996 dan Keputusan Ketua Bapepam

No : 86/PM/1996 tentang Peraturan No : IX.K.1.
3. Prosedur Perubahan Core Business

a. Pengungkapan informasi material pra perubahan core business.
Salah satu karakteristik yang membedakan PT tertutup dan PT
terbuka adalah kewajiban menginformasikan seluruh informasi atau fakta
material tentang setiap corporate action perseroan. Pada PT tertutup
prinsip keterbukaan informasi atau fakta material tidak bersifat mutlak
artinya perseroan tidak harus menginformasikan seluruh corporate
actionnya pada publik. Ini disebabkan bahwa kepentingan publik terhadap
perseroan hampir tidak dijumpai karena sifat penyertaan saham publik
pada perseroan adalah terbatas. Informasi yang wajib diekspose pada PT
tertutup hanyalah sebatas hal-hal yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 jo
pasal 22 ayat 1TUUPT :
Pasal 21 ayat 1 :
Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan :
a. Akta pendirian beserta surat pengesahan menteri sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 ayat 6;
b. Akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan menteri
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2;
c. Akta perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada menteri
sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 3.
Pasal 22 ayat 1:
Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
ayat 1 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia.

Lain halnya dengan PT terbuka, keterbukaan informasi atau fakta material

tentang corporate actionnya bersifat mutlak atau suatu kewajiban yang
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harus dipatuhi. Kewajiban tersebut tercermin dalam pasal 1 angka 25
UUPM mengenai prinsip keterbukaan yang menyatakan bahwa emiten
wajib menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat
seluruh informasi material tentang usahanya atau efeknya yang dapat
berpengaruh terhadap keputusan pemodal.

Khusus mengenai rencana perubahan core business, emiten wajib
memberikan seluruh informasi berkenaan dengan persiapan yang telah
dilakukannya, baik kepada publik maupun terhadap pihak independen
yang akan melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana perubahan
core business. Mengenai keterbukaan informasi ini, emiten wajib
memperhatikan : ketinggian derajat keakuratan informasi, ketinggian
derajat kelengkapan informasi dan derajat keseimbangan antara efek
negatif dan positif bagi emiten dan pemodal apabila informasi tersebut
didisclose.® Hal ini penting agar hasil penilaian yang diberikan pihak
independen terhadap rencana perubahan core business ini menjadi akurat
dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Penyampaian informasi atau fakta material sehubungan dengan
rencana perubahan core business dilakukan dengan dua cara, pertama
melalui jumpa pers disertai penerbitan press release dan kedua melalui
sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang mempunyai jaringan peredaran nasional. Walaupun tentang ini tidak

diatur oleh hukum tetapi hal ini penting untuk dilakukan. Ini bertujuan agar

% Munir Fuady, Pasar Modal Modern, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, h.79
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publik, baik pemodal maupun calon pemodal dapat memantau persiapan
rencana perubahan core business emiten. Sehingga apabila mereka
merasa ada kejanggalan dalam rencana emiten tersebut, mereka dapat
mengambil keputusan sehubungan dengan investasinya pada emiten
yang bersangkutan.
Secara garis besar, berikut beberapa informasi yang penting
untuk didisclose emiten : 7
1. Kecukupan modal untuk mendanai rencana perubahan core
business,
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten untuk
menunjang rencana perubahan core business,
3. Ketersediaan infrastruktur atau sarana penunjang bagi core
business yang baru;,
4. Analisis resiko bisnis terhadap pelaksanaan rencana perubahan
core business khususnya mengenai pemasaran produk bisnis.
Selain itu emiten juga harus menyampaikan alasan, pertimbangan
dan penjelasan tentang perubahan core business-nya tersebut dan fakta
material lainnya yang dianggap penting untuk diketahui publik maupun
yang akan mempengaruhi penilaian pihak independen terhadap kelayakan

perubahan core business.

b. Studi kelayakan (feasibility study) perubahan core business.

Sebelum dilakukan perubahan core business, hukum mensyaratkan

7 Putu Anggraeni, Majalah Investor, "Menguak Muslihat Lippo", Agustus, 2000
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diadakan studi kelayakan tentang rencana tersebut. Ini diatur dalam pasal
6 huruf a Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material

dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama :

Emiten atau perusahaan publik yang melakukan perubahan kegiatan
usaha utama wajib memenuhi prosedur atau persyaratan sebagai
berikut : menunjuk pihak independen yang melaksanakan penilaian
untuk memberikan pendapat tentang kelayakan perubahan kegiatan
usaha utama tersebut.

Maksud studi kelayakan ini adalah untuk memeriksa dan menilai
kesiapan emiten dalam rencana mengubah core business-nya
berdasarkan informasi-informasi yang didisclose emiten. Berdasarkan
hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat apakah dalam rencana
perubahan core business-nya emiten memiliki business plan yang matang
atau tidak untuk mengubah core busines-nya. Hal ini dilakukan untuk
melindungi baik kepentingan emiten, pemegang saham dan pihak lain
yang berkepentingan langsung dengan perubahan core business ini.

Pelaksanaan studi kelayakan ini dilakukan oleh pihak independen.
Pihak independen disini adalah pihak yang tidak memiliki kepentingan
atau hubungan dengan emiten, termasuk dalam hal ini yang bukan pihak
terafiliasasi seperti yang diatur pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu :

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; \

b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris

dari pihak tersebut;

€. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau
lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun
tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan
tersebut;

e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik
langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
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Peraturan Bapepam No : IX.E.2 tidak secara jelas menentukan siapa
pihak independen yang berwenang melakukan studi kelayakan, apakah
disini harus merupakan pihak yang terdaftar dan mendapat izin Bapepam
seperti layaknya profesi penunjang pasar modal ataukah pihak profesional
lainnya diluar profesi penunjang pasar modal yang ditetapkan UUPM.
Tetapi dari penafsiran pasal 6 huruf a Peraturan Bapepam No : IX.E.2
maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pihak independen yang
dimaksud dalam peraturan tersebut bisa merupakan pihak diluar profesi
penunjang pasar modal yang ditetapkan UUPM dengan catatan bahwa
pihak independen tersebut tidak merupakan pihak-pihak yang
dikecualikan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Penilaian pihak independen didasarkan atas informasi yang diberikan
emiten, mencakup : baik kecukupan modal menunjang core business
baru, kesediaan tenaga ahli melaksanakan core business baru,
kelengkapan sarana atau fasilitas penunjang, dan kewajaran baik analisa
resiko bisnis maupun alasan perubahan core business yang diajukan
emiten.

Mengenai studi kelayakan ini ada beberapa catatan yang ingin digaris-
bawahi, antara lain :

1. Peraturan Bapepam No : IX.E.2 tentang transaksi material dan
perubahan kegiatan usaha utama tidak mengatur secara jelas

mengenai kekuatan mengikat hasil studi kelayakan pihak independen.

Pasal 5 Peraturan Bapepam No : IX.E.2 hanya mengatur bahwa hasil

penilaian studi kelayakan akan dibahas secara khusus dalam RULBPS
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dan menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan RULBPS untuk
menentukan nasib perubahan core business emiten. Hal ini jika
ditafsirkan secara salah menjadikan hasil penilaian studi kelayakan
tidak mengikat. Apabila hasil studi kelayakan menyatakan bahwa
emiten belum siap mengubah core business-nya tetapi RULBPS tetap
pada pendiriannya melaksanakan perubahan core business dengan
segala resiko yang akan ditanggung maka pelaksanaan studi
kelayakan akan menjadi tidak berarti atau menjadi suatu formalitas.
Untuk itu terhadap pasal 5 Peraturan Bapepam No : IX.E.2 sepatut
nya ditafsirkan bahwa hasil penilaian terhadap studi kelayakan pihak
independen wajib menjadi dasar pertimbangan keputusan RULBPS
dalam menentukan perubahan core business emiten.

2. Sebagai konsekuensi yuridis terhadap mengikatnya hasil penilaian
pihak independen terhadap kelayakan perubahan core business
emiten maka pihak independen yang melakukan studi kelayakan
tersebut bertanggung-jawab penuh terhadap semua hasil penilaian
yang dibuatnya. Hal ini wajar mengingat pentingnya hasil penilaian
tersebut bagi publik (pemodal maupun calon pemodal) dalam
mengambil keputusan mengenai penyertaan sahamnya pada emiten.
Apabila pihak independen tidak memberikan penilaian yang benar
tentang kelayakan emiten mengubah core business-nya dan itu
mengakibatkan kerugian bagi pemodal maka pemodal dapat
menggugat baik emiten maupun pihak independen tersebut terhadap

segala kerugian yang telah dideritanya. Hal ini disimpulkan
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berdasarkan penafsiran ekstensif terhadap pasal 80 ayat 1 UUPM,
yaitu :
Jika pernyataan pendaftaran (ditafsirkan :@ penilaian studi
kelayakan) dalam rangka penawaran umum (ditafsirkan
perubahan core business) memuat informasi yang tidak benar
tentang fakta materiil atau tidak memuat informasi tentang fakta
materiil sesuai dengan ketentuan UU ini dan atau peraturan
pelaksanaannya sehingga informasi tersebut menyesatkan maka
............. pihak lain (ditafsirkan :@ pihak independen selaku
pelaksana studi kelayakan) yang memberikan pendapat atau
keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan
pendaftaran (ditafsirkan : dijadikan dasar pertimbangan dalam
keputusan RULBPS emiten) wajib bertanggung-jawab, baik sendiri-
sendini maupun bersama-sama atas segala kerugian yang timbul
akibat perbuatan dimaksud.
Pertanggung-jawaban yang diberikan pihak independen ini hanya
sebatas pada hasil penilaian yang diberikannya (pasal 80 ayat 2
UUPM). Pihak independen ini dapat dikecualikan dari tanggung-jawab
seperti disebutkan diatas apabila dia dapat membuktikan bahwa
penilaian yang diberikannya berdasarkan atas informasi atau fakta
material yang didisclose emiten dan didasarkan pengetahuan yang

dimilikinya maka akan sampai pada penilaian tersebut.

Konsep pertanggung-jawaban pihak independen terhadap hasil
penilaian studi kelayakan perubahan core -business seperti diatas
menempatkan pihak independen dalam posisi yang sama dengan

profesi penunjang pasar modal yang ditetapkan UUPM.

c. Restukturisasi anggaran dasar sebagai titik tolak perubahan core
business.
Anggaran dasar dalam suatu PT mempunyai fungsi yang sangat

esensial yaitu menjadi landasan bagi setiap perbuatan organ didalam PT.
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Anggaran dasar ibaratnya Undang-Undang Dasar PT yaitu mengatur
landasan utama kegiatan didalam PT seperti kewenangan setiap organ
dalam PT baik RUPS, direksi komisaris dan hak serta kewajiban
pemegang saham. Disamping itu yang paling penting dalam hal ini bahwa
anggaran dasar mengatur core business dan kegiatan usaha PT, dimana
dalam hal ini apabila ada rencana untuk mengubah core business maka
otomatis harus dilakukan perubahan terhadap anggaran dasar.

Khusus terhadap rencana perubahan core business maka hal-hal
yang harus dirubah dalam anggaran dasar antara lain, pertama
adalah maksud dan tujuan pendirian perseroan. Maksud dan tujuan pada
anggaran dasar perseroan ini mencerminkan core business PT sehingga
ini yang paling utama yang harus dirubah. Kedua yang perlu dirubah
adalah kegiatan usaha PT. Apabila ada perubahan pada maksud dan
tujuan didirikannya PT maka otomatis kegiatan usaha harus
menyesuaikannya. Kegiatan usaha adalah pelaksanaan dari maksud dan
tujuan pendirian PT. Misalnya, apabila maksud dan tujuan pendirian PT
adalah sebagai perusahaan yang bergerak dibidang asuransi jiwa, maka
untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut maka PT dibolehkan
untuk menjalankan kegiatan usaha asuransi jiwa, dana pensiun dan
kegiatan lain yang masuk lingkup asuransi jiwa. Jika PT mengubah
maksud dan tujuan perseroannya menjadi perusahaan yang bergerak

dibidang informasi dan teknologi maka otomatis kegiatan usahanya juga

harus dirubah seperti melakukan kegiatan usaha dibidang jasa pelayanan

internet meliputi e-commerce atau cyber internet. Akan sangat
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bertentangan apabila maksud dan tujuan pendirian perseroan sebagai
perusahaan yang bergerak dibidang informasi dan teknologi tetapi
kegiatan usahanya adalah asuransi jiwa dan kegiatan sejenisnya. Hal ini
akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya
dibidang asuransi. ® Ketiga yang dirubah adalah nama perseroan. Nama
PT perlu dirubah karena pada umumnya nama PT mencerminkan core
business-nya. Misalnya, PT Asuransi Lippo Life Tbk. Kata asuransi dan
life mencerminkan bahwa PT tersebut bergerak dibidang asuransi jiwa.
Contoh lain, PT Lippo e-Net Tbk. Kata e-Net mencerminkan bahwa PT
tersebut bergerak dibidang jasa informasi dan tehnologi berbasis internet.
Tetapi perubahan nama perseroan yang tercantum pada anggaran dasar
tidak merupakan hal yang diwajibkan, artinya nama tersebut bisa dirubah
atau tetap tanpa perubahan.

Untuk melakukan perubahan terhadap bagian - bagian dari
anggaran dasar tersebut maka PT melalui organ-organnya harus
mengikuti prosedur yang sudah diatur dalam anggaran dasar. Berikut

prosedur yang dimaksud :
» Forum rapat umum luar biasa pemegang saham (RULBPS)

Pasal 14 UUPT menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar PT
ditetapkan oleh RUPS. Pasal ini memberikan kewenangan pada RUPS

untuk menyetujui dan mensahkan setiap usulan perubahan anggaran

8 pasal 2 UUPT : Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan serta

tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, ketertiban umum, dan atau
kesusilaan
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dasar yang datang dari pemegang saham. Seperti yang telah disebutkan
pada bab terdahulu bahwa ada dua jenis RUPS yaitu rapat umum tahunan
pemegang saham yang diadakan rutin tiap tahun dan rapat umum luar
biasa pemegang saham (RULBPS) yang diadakan sewaktu-waktu atas
permintaan pemegang saham. Untuk perubahan anggaran dasar maka

diadakan RULBPS.

Sebelum RULBPS ini dilakukan ada beberapa tahap pendahuluan
yang harus dilakukan emiten, antara lain i
1. Mengumumkan pada sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabér harian
berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, selambat lambatnya
28 hari sebelum RULBPS, informasi mengenai :
a. Ringkasan hasil studi kelayakan pihak independen,
b. Ketersediaan tenaga ahli berkaitan dengan perubahan core
business;
c. Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya perubahan
core business;
2. Menyediakan informasi yang dimaksud poin 1 kepada pemegang
saham selambat-lambatnya 28 hari sebelum RULBPS
3. Menyampaikan informasi yang dimaksud pada poin 1 kepada pihak
Bapepam.
Untuk tata cara menyelenggarakan RULBPS, emiten harus

memperhatikan ketentuan pasal 69 UUPT dan 70 UUPT, antara lain :

® Pasal 6 huruf b dan ¢ Peraturan Bapepam No: IX.E.2 tentang Transaksi Material
dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
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1. Paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RULBPS maka emiten
wajib mengumumkan rencana penyelenggaraan RULBPS melalui 2
(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperadaran
nasional,

2. Dilakukan pemanggilan paling lambat 14 hari sebelum jadwal
RULBPS;

3. Dilakukan dengan surat tercatat dan diumumkan pada 2 (dua) surat
kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional tentang:
tanggal, waktu, tempat RULBPS serta agenda rapat yang akan
dibahas
Untuk menyetujui dan mensahkan usulan perubahan anggaran dasar

maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam RULBPS.

Pertama bahwa RULBPS harus dihadiri paling sedikit 2/3 pemegang

saham dengan hak suara yang sah (Pasal 74 ayat 1 UUPT). Apabila

angka tersebut tidak dipenuhi maka RULBPS tidak dapat diselenggarakan
dan harus ditunda untuk dilakukan pemanggilan ulang terhadap
pemegang saham.

Kedua adalah pengambilan keputusan, UUPT kita menganut dua
prinsip. Pertama adalah musyawarah mufakat dan kedua adalah voting.
Sebelumnya untuk hak suara dalam RULBPS, setiap satu pemegang
saham dalam PT mempunyai satu hak suara. Ini sesuai dengan prinsip

yang dianut pasal 72 ayat 1 UUPT yaitu One Share One Vote. Hal ini

berlaku hanya pada pemegang saham yang tidak dihapus hak suaranya

berdasarkan anggaran dasar. Cara pengambilan keputusan dengan
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musyawarah mufakat, tujuannya adalah untuk menyatukan suara seluruh
pemegang saham PT sehingga hasil dari RULBPS adalah kebulatan
pendapat tanpa ada pemegang saham yang menolak keputusan tersebut.
Hal ini sebagai cermin demokrasi pancasila yang dianut Indonesia. Tetapi
perbedaan kepentingan antara pemegang saham disadari oleh UUPT.
Jalan musyawarah mufakat hampir jarang terjadi dalam pengambilan
keputusan di RUPS sehingga UUPT mengantisipasinya dengan cara
kedua yaitu dengan voting. Apabila musyawarah mufakat tidak berhasil
maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Khusus mengenai
voting berkenaan dengan perubahan anggaran dasar lebih diperketat.
Aturan yang berlaku menganut super majority principle yaitu keputusan
harus disetujui 2/3 dari peserta RULBPS. Jadi disini bukan voting biasa
yaitu cukup dengan 50%+1 suara sudah cukup untuk mengambil
keputusan. Tetapi apabila korum menurut super majority principle tidak
tercapai, UUPT memberikan kemudahan terhadap pengambilan
keputusan mengenai perubahan anggaran dasar. Jika RULBPS tidak
mencapai korum maka diberi kesempatan mengadakan RULBPS kedua
dengan ketentuan bahwa tetap harus dihadiri 2/3 pemegang saham PT
dengan hak suara yang sah tetapi dalam pengambilan keputusan berlaku
simple majority principle yaitu cukup disetujui 50%+1 dari peserta
RULBPS (Pasal 74 ayat 2 UUPT). Ketentuan ini memberikan perlindungan
hukum bagi PT agar PT dapat menjalankan rencananya tidak selalu
terbentur pada penolakan pemegang saham minoritas terhadap rencana

tersebut.

SKRIPSI PERUBAHAN CORE... PUTU AGUS...




IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

30

Khusus mengenai perubahan core business emiten, apabila dalam
RULBPS rencana tersebut ditolak maka emiten masih diberikan
kesempatan untuk mengajukan kembali rencana perubahan core business

itu pada RULBPS berikutnya. Jangka waktu pengajuan tersebut adalah 12

bulan sejak rencana tersebut ditolak dalam RULBPS pertama.'® Jangka
waktu ini diberikan dengan maksud agar emiten dapat memperbaiki
kelemahan-kelemahan dalam rencana perubahan core business-nya yang
menjadi alasan penolakan RULBPS dan 12 bulan oleh pembuat peraturan

dianggap sebagai waktu yang layak.
» Persetujuan menteri terhadap perubahan anggaran dasar

Dalam hal RULBPS setuju terhadap perubahan core business emiten
yang dalam hal ini juga setuju mengubah anggaran dasar perseroan,
maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengajukan
permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada menteri
kehakiman dan HAM (untuk selanjutnya disebut menteri). Hal ini diatur

dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 UUPT :

Ayat 1:

Perubahan tertentu anggaran dasar harus mendapat persetujuan dari
menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan serta diumumkan sesuai
dengan ketentuan undang-undang ini

Ayat 2 :

Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi :
a. nama perseroan,
b. maksud dan tujuan perseroan;
C. nama perseroan;

0 pasal 8 Peraturan Bapepam No : IX.E.2 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha Utama
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nama perseroan;
maksud dan tujuan perseroan;

kegiatan usaha perseroan;

jangka waktu berdirinya perseroan apabila anggaran dasar
menetapkan jangka waktu tertentu,

besarnya modal dasar;

pengurangan modal dasar dan modal disetor, atau

status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau
sebaliknya.

~~3 a@=oaQ

Karena perubahan core business mencakup perubahan dalam poin a
sampai dengan c maka kiranya perubahan tersebut memerlukan
persetujuan menteri.

Tujuan utama persetujuan menteri ini yaitu sebagai kontrol terhadap
perseroan dalam setiap corporate action yang berhubungan dengan
perubahan anggaran dasar agar memenuhi setiap prosedur yang telah
ditetapkan hukum, baik dalam pelaksanaan RULBPS, kelengkapan
prosedur administratif yang diatur dalam Keputusan Menkeh Rl No.M.02-
PR.08.01 Tahun 1996 tentang ‘tata cara pengajuan permohonan dan
pemberian persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan
terbatas” dan ketentuan lainnya.

Persetujuan atau penolakan perubahan anggaran dasar ini diberikan
dalam waktu paling lama 60 hari setelah permohonan diterima (pasal 9
ayat 2 UUPT). Apabila dalam waktu tersebut menteri yang bersangkutan

tidak memberikan persetujuan atau penolakan maka dianggap menteri

menolak perubahan anggaran dasar tersebut. '

" pasal 3 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :
Apabila pejabat TUN yang bersangkutan tidak mengeluarkan kKTUN padahal jangka
waktu yang disyaratkan peraturan perundangan tersebut telah lewat maka dianggap
pejabat TUN tersebut menolak mengeluarkan keputusan

SKRIPSI PERUBAHAN CORE... PUTU AGUS...




IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

32

Setiap perbuatan hukum menyangkut core business yang baru yang
belum mendapat persetujuan menteri sifatnya batal demi hukum. Ini
disebabkan bahwa core business baru emiten belumlah menjadi efektif
sebelum perubahan anggaran dasar mendapat persetujuan menteri.
Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan
berakibat bahwa perbuatan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Apabila emiten melakukan perbuatan hukum berkenaan dengan core
business yang baru sedangkan dia masih terikat pada core business yang
lama maka tentu saja perbuatan tersebut melanggar hukum, walaupun
RULBPS telah menetapkan perubahan tersebut. Sehingga dalam hal ini
sebelum disetujui menteri maka perubahan anggaran dasar tersebut

belum berlaku dan anggaran dasar emiten yang lama yang tetap berlaku.
> Pendaftaran dan pengumuman perubahan anggaran dasar emiten.

Setelah perubahan anggaran dasar mendapat persetujuan dan
pengesahan menteri (kehakiman dan HAM) maka langkah selanjutnya
adalah mendaftarkan akta perubahan anggaran dasar tersebut pada
daftar perubahan anggaran dasar tersebut belum berlaku dan anggaran
dasar emiten yang lama yang tetap berlaku.

> Pendaftaran dan pengumuman perubahan anggaran dasar emiten.

Setelah perubahan anggaran dasar mendapat persetujuan dan
pengesahan menteri (kehakiman dan HAM) maka langkah selanjutnya
adalah mendaftarkan akta perubahan anggaran dasar tersebut pada

daftar perusahaan seperti yang diwajibkan pasal 15 ayat 1 UUPT jis pasal
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21 ayat 1 huruf b UUPT dan pasal 11 UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib

Daftar Perusahaan (UUDP) :

Pasal 15 ayat 1 UUPT :

Perubahan tertentu anggaran dasar harus mendapat persetujuan
menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan serta diumumkan
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 21 ayat 1 huruf b UUPT :

Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan : akta
perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan menteri
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2.

Pasal 11 ayat 1hurufc 1 UUDP :

Apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas, selain memenubhi
ketentuan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, hal-hal
yang wajib didaftarkan adalah : kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan
usaha perseroan.

Fungsi dari daftar perusahaan ini adalah sebagai sumber resmi bagi
publik untuk mengetahui semua informasi tentang perusahaan dan selain
itu juga memberikan perlindungan bagi perusahaan terhadap perbuatan
melawan hukum perusahaan lain yang merugikan, misalnya penjiplakan
nama perusahaan atau perbuatan lainnya. Mengenai tujuan daftar
perusahaan ini diatur dalam pasal 2 UUDP :

Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang
dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber
informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai
identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang
tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin
kepastian berusaha.

Pendaftaran perubahan anggaran dasar wajib dilakukan paling lambat
30 hari sejak perubahan tersebut mendapat persetujuan dari menteri

(kehakiman dan HAM) atau setelah tanggal penerimaan laporan (pasal 21

ayat 2 UUPT). Apabila emiten lalai mendaftarkan perubahan anggaran
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dasarnya dalam jangka waktu tersebut maka emiten dapat dikenakan
sanksi sesuai pasal 32 UUDP. Sanksinya adalah pidana penjara selama-
lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga
juta rupiah).

Setelah pendaftaran perubahan anggaran dasar dilakukan maka
emiten wajib mengajukan permohonan pengumuman perubahan
anggaran dasar tersebut pada Tambahan Berita Negara RI. Permohonan
itu dilakukan paling lambat 30 hari sejak pendaftaran dilakukan (pasal 22
UUPT). Permohonan pengumuman ini diajukan ke kepaniteraan
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
hukum emiten.

Selama pengumuman perubahan anggaran dasar belum dilakukan
emiten maka perubahan tersebut tidak mengikat pihak ketiga. Sehingga
apabila ada pelanggaran terhadap kepentingan emiten sehubungan
dengan perubahan tersebut maka hukum tidak memberikan perlindungan

terhadap perbuatan pelanggaran tersebut.

d. Publik ekspose dan pelaporan kepada pihak otorita pasar modal
tentang perubahan core business.

Dalam rangka memenuhi kewajiban prinsip keterbukaan yang diatur
pasal 86 ayat 1 jo pasal 1 angka 25 UUPM maka publik ekspose dan
pelaporan kepada otorita pasar modal menjadi hal utama yang harus

dilakukan pasca perubahan core business.

Publik ekspose bertujuan untuk memberikan informasi seputar core

business yang baru yang dijalankan emiten. Publik dalam hal ini pemodal
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maupun calon pemodal serta pihak lain yang berkepentingan dapat
mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan rencana emiten
kedepan untuk mensukseskan core business-nya yang baru. Diharapkan
publik ekspose dapat memberikan informed decision (pertimbangan) bagi
pemodal maupun calon pemodal dalam rangka investasinya pada emiten.
Bagi Emiten, publik ekpose bertujuan untuk mengangkat image perseroan
dimata publik sehingga diharapkan dengan naiknya image emiten dimata
publik dapat menarik minat publik untuk menginvestasikan modalnya
pada emiten.

Publik ekpose dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain
dengan jumpa pers atau penerbitan press release dan kegiatan
advertising (iklan) melalui media massa. Hal-hal yang harus diperhatikan
dalam melakukan publik ekspose adalah mengenai waktu dan isi publik
ekpose. Mengenai waktu disarankan agar publik ekspose dilakukan
setelah persetujuan perubahan anggaran dasar oleh menteri (kehakiman
dan HAM). Ini sesuai dengan prinsip keterbukaan yaitu menyampaikan
informasi material pada waktu yang tepat. Jika dilakukan sebelum itu
maka emiten dapat dituntut telah menyebarkan informasi yang tidak benar
mengenai perubahan core business-nya karena perubahan tersebut
masih prematur dan belum berlaku efektif. Mengenai materi publik
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